
 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN  

NOMOR  64  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 56 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang    : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor : 903/6752/101.1/2021 tanggal 29 Oktober 

2021 hal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan 

Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada 

Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, 

Kabupaten Magetan mendapat tambahan Pagu Anggaran 

Definitif Bantuan Keuangan Khusus sebesar 

Rp.2.924.300.000,00, dari anggaran semula sebesar 

Rp.970.700.000,00 menjadi sebesar Rp.3.895.000.000,00, 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian;  

  b. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Plaosan Nomor : 

900/614/403.407/2021 tanggal 22 Nopember 2021, 

untuk pembayaran gaji bulan Desember 2021 terdapat 

kekurangan anggaran pada rekening belanja tunjangan 

PPH/Tunjangan Khusus PNS, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian; 
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  c. bahwa dengan penetapan Status Tanggap Darurat 

Bencana Banjir di Kecamatan Nguntoronadi, maka untuk 

penanganan dampaknya menggunakan anggaran belanja 

tidak terduga; 

  d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c serta berdasarkan ketentuan 

dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  

Tahun  2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 

56  Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor   126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor  8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita  Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2014  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 40); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah  Kabupaten Magetan Nomor 103); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah  Kabupaten Magetan Nomor 114); 

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang  

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2020 Nomor 79); 

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2021 tentang  

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2021 Nomor 56); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  

BUPATI  MAGETAN  NOMOR  56  TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 56, diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran  

2021 semula sebesar Rp.2.028.742.769.407,00 bertambah 

sebesar Rp.2.924.300.000,00 sehingga menjadi sebesar 

Rp.2.031.667.069.407,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp. 1.794.447.782.879,00 

b. Bertambah Rp. 2.924.300.000,00 

Jumlah Pendapatan  Rp. 1.797.372.082.879,00  

Daerah setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.2.028.742.769.407,00 

b. Bertambah Rp. 2.924.300.000,00 

Jumlah Belanja Daerah Rp.2.031.667.069.407,00  

setelah perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah  (Rp. 234.294.986.528,00)  

perubahan 
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3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 244.994.986.528,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Rp. 244.994.986.528,00  

Pembiayaan Daerah setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp. 10.700.000.000,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran Rp. 10.700.000.000,00  

Pembiayaan Daerah  

setelah perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 234.294.986.528,00  

setelah perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00  

Anggaran setelah perubahan 

 

2. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD  yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Lampiran II, Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan berubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4. Lampiran III, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah, berubah menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan  

pada tanggal 3 Desember 2021 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

 

SUPRAWOTO 

 

Diundangkan di Magetan  

pada tanggal 3 Desember 2021 

   SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

TTD 

HERGUNADI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR  64 

 

 


